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Abstrak

Mengikuti karakter utama paham humanis, aktivitas hidup manusia dipahami sebagai yang ditentukan oleh
kesadarannya sendiri, dalam mengenali pelbagai upaya pemanfaatan lingkungan sebagai ruang aktivitasnya
diungkap persoalan kemampuan sebagai daya jangkau. Kemampuan itu menentukan kualitas posisinya sebagai
manusia maupun dalam hubungannya dengan lingkungan fisik. Pemahaman yang demikian mengarahkan
kajian reflektif aksesbilitas masyarakat sebagai basis penguraian lebih lanjut konstruksi sosial dari keadilan
dalam hukum. Pemahaman atas peranserta masyarakat subyek sebagai pijakan empirik, utamanya analisis
posisi dan peran hukum yang dimungkinkan dapat menjadi sarana bagi keterlibatan masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan, dapat ditelusuri melalui dinamika rasionalisasi pemaknaan bantaran sungai. Persepsi
tersebut menunjuk dua makna utamayakni perjuangan yang diupayakan terus menerus dalam serangkaian
tindakan, dan pengakuan status sebagai bagian masyarakat kota yang kemudian menumbuhkan harapan
akan keadilan sosial. Keduanya tercermin dalam perilaku sosial subyek baik yang ditujukan pada hukum dan
aparat hukum serta kepada masyarakat di luar subyek. Ikhwal pemikiran penggarapan dan pengolahan hukum
menjadi wahana bagi emansipasi yang dinamik potensial, dengan segenap latar sosial yang telah diungkap
dan dijelaskan hingga bagian terakhir sebelum ini, terlebih dahulu perlu diperoleh kesepakatan mengenai
bagaimana hukum sebagai aktivitas atau kegiatan. Bermula dari makna dan pemahaman mengenai manusia
sebagai aktor dinamik kreatif, mengedepankan humanisme dalam segala proses sosial, yang mampu dengan
kesadarannya sendiri dalam mengolah nilai-nilai budaya masyarakatnya di hadapan segenap fakta dan
peristiwa yang mencerminkan pandangan ideologis mengenai sosial, politik dan ekonomi yang majemuk dan
kompleks. Dengan kemampuannya itulah kemudian perilaku secara individual maupun sosial dipahami
dalam bentuknya yang konkrit sebagai kegiatan atau aktivitas.

Kata kunci: Peran Serta Masyarakat, Pengelolaan Lingkungan, Peran Hukum.

Kajian peranserta masyarakat yang digulirkan dari

sudut pandang hukum, sebagaimana dalam bentuk

aturan-aturan tertulis maupun fakta empirik dalam

proses sosial, merupakan muara dari serangkaian

penggambaran dan analisis perihal pengelolaan

lingkungan. Beranjak dari kerangka itu maka pem-

bahasan yang dikemukakan dalam bab ini lebih

bersifat implikasi teoritika dari kedua bab terda-

hulu. Setting sosial dari penggambaran masyarakat

rendah akses akan dianalisis melalui proses pikir

deduktif, ke dalam dunia hukum sebagai basis

formulasi keadilan sosial. Nuansa lain dari analisis

itu, ditemukan kaitannya pada pemahaman pem-

bangunan utamanya sebagai proses, dalam konteks

sosiologi perkotaan sebagai keterlibatan bagian-

bagian masyarakat kota yang menentukan sistem
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penggunaan dan pemanfaatan ruang. Tanpa meng-

abaikan kemungkinan sebaliknya, ketika kondisi

lingkungan fisik sebagai ruang aktivitas masya-

rakat dapat membatasi kuantitas dan kualitas

penggunaan dan pemanfaatan ruang.

Kedua hasil analisis deduktif itu dalam pem-

bahasan kemudian tentang hukum, dari sudut pan-

dang kebijakan publik atas implikasi teoretik peme-

nuhan kebutuhan primer manusia dan dari sudut

pandang politik hukum atas implikasi teoretik

pemberdayaan masyarakat rendah akses, dipa-

hami sebagai konstruksi sosial yang menentukan

asumsi-asumsi fundamental atas norma-norma hu-

kum yang berlaku. Oleh karenanya, menggunakan

cara berpikir terbalik (Loekman Soetrisno, 1995),

analisis teoretik atas rendahnya aksesbilitas dan

ketiadaan peranserta dapat dijadikan pertim-

bangan guna upaya korektif untuk memperbaiki

posisi hukum di hadapan masyarakatnya.

Sebagaimana telah dikemukakan di bab awal

tentang makna studi ini yang diarahkan pada pemi-

kiran Peters mengenai hukum sebagai wahana

bagi emansipasi yang potensial, maka koreksi atas

hukum (Jhon W. Montgomery alih bahasa oleh

Inung Z.H. dan Anom S.P., 2000, 54-68) ditujukan

pada upaya melakukan rekonstruksi. Perbaikan

yang diharapkan darinya bagi kehidupan masya-

rakatnya, dalam pelbagai aspek yang kait-berkait

dan sifatnya beruntun itu, direfleksikan dalam hu-

kum sebagai sarana peradaban yang dinamis dan

akomodatif atas perubahan-perubahan dalam

masyarakatnya sebagaimana hukum yang hidup.

Merujuk wacana reformasi harapan menuju masya-

rakat madani bergantung pada realitas simbiosis

kemudian dari hubungan interaksionitik di atas.

Aksesbilitas Masyarakat: Dilema Formulasi

Keadilan Sosial

Mengikuti karakter utama paham humanis,

aktivitas hidup manusia dipahami sebagai yang di-

tentukan oleh kesadarannya sendiri, dalam menge-

nali pelbagai upaya pemanfaatan lingkungan se-

bagai ruang aktivitasnya diungkap persoalan ke-

mampuan sebagai daya jangkau. Kemampuan itu

menentukan kualitas posisinya sebagai manusia

maupun dalam hubungannya dengan lingkungan

fisik, yang sekaligus sebagai ruang lingkup pem-

bahasan tema bagian ini. Pemahaman yang de-

mikian mengarahkan kajian reflektif aksesbilitas

masyarakat sebagai basis penguraian lebih lanjut

konstruksi sosial dari keadilan dalam hukum.

Implikasi teori Blau dan Meyer (1987, 161-

176) atas pemahaman masyarakat rendah akses se-

bagaimana dikenali pada masyarakat subyek, da-

lam konteks kebutuhan dan kualitas hidup, di-

pahami sebagai suatu keadaan yang tidak terjadi

secara kebetulan namun lebih nampak sebagai

suatu pengkondisian sosial. Pengkondisian

dimaksud sebagai upaya sadar (Soedjatmoko,

2000), dan berencana dalam konteks pembangunan

(J.G. Vaillancourt, 1992, 19-35), akibat dari di-

pergunakan ukuran-ukuran dan patokan-patokan

tertentu yang dinilai logis dan disepakati sebagai

alat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Peng-

gunaan yang demikian itu menjadi jelas ketika ke-

butuhan akan pengorganisasian yang efisien,

menggunakan teori Satjipto Rahardjo (1989, 27-33)

atas keluaran bidang hukum dari masukan infor-

masi bidang ekonomi, dalam penyelenggaraan

pembangunan. Dalam konteks yang demikian

aksesbilitas mengedepan sebagai dampak proses

politik dalam pengorganisasian pembangunan

nasional.

Oleh karena proses di atas menggunakan

ukuran-ukuran dan patokan-patokan tertentu dari

dunia ekonomi, sebagai konsekuensi pembangun-

an yang menitikberatkan kemakmuran, maka

aksesbilitas sebagai hasil pengkondisian politik itu

lebih mengutamakan pertimbangan-pertimbangan

ekonomi daripada pertimbangan sosial dan bu-

daya. Dalam kerangka seperti itu, selain pemaham-

an atas hukum sebagai produk proses politik (Jurgen

Habermas, 1975, 111), menjadi jelas tentang aturan-
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aturan dalam hukum yang digunakan sebagai

upaya menyelenggarakan sekaligus mempertahan-

kan berlangsungnya pengkondisian sosial.

Demikian sebab keputusan politik (atas) hukum,

melalui pemahaman hukum dan pembangunan, te-

lah memberi batas yang tegas mengenai bagaimana

dan kemana hukum akan diarahkan. Selanjutnya

yang dimaksud dengan arah yang membatasi hu-

kum itu, menggunakan kritik Pepper (1993, 218,

147-149) atas pembangunan yang instrumentalis ka-

pitalistik, sebagai pengabaian nilai keluhuran hu-

manis dari formulasi keadilan (sosial) menurut

hukum karena harus mendukung dan mengaman-

kan sumber-sumber ekonomi dari pembangunan.

Penjelasan mengenai pemberian posisi dan

peran hukum yang demikian itu merupakan feno-

mena universal (Niklas Luhman, 1985, 103) ketika

negara berkehendak menguatkan kemampuannya

mengatur, sehingga dapat dipahami kemudian

apabila formulasi keadilan (sosial) menjadi artifisial

yang tidak humanis. Selain itu lewat pemahaman

hukum sebagai produk proses politik, pengolahan

hukum (dan termasuk legitimasinya) menjadi ben-

tuknya yang formal dalam perundang-undangan

telah dianggap sebagai suatu keharusan. Beranjak

dari keharusan itulah maka pengabaian dan bah-

kan anti humanis terjadi ketika perubahan-per-

ubahan dalam masyarakat tidak dipertimbangkan

dalam pengolahan hukum. Terlebih bila kemudian

hukum dalam bentuknya aturan-aturan perun-

dang-undangan dinyatakan harus berlaku tanpa

memperhatikan kondisi sosial masyarakatnya.

Implikasi dari penggambaran posisi dan

peran hukum, dapat dipahami sebagai latar pikir

masyarakat yang menjadi obyek proses pengkon-

disian dan menjadi logis ketika menolak pember-

lakuan hukum sebagai sarana yang demikian.

Sehingga, wujud implikasi itu, masyarakat subyek

digambarkan memperoleh dinamikanya dalam

perjuangan untuk memperoleh pengakuan sebagai

bagian dari masyarakat kota (: keadilan sosial da-

lam persepsi emik), disebabkan status mereka se-

bagai manusia telah diabaikan. Sisi lain dari impli-

kasi yang dimaksud di atas terletak pada nilai ke-

adilan dalam hukum, yang menjadi sangat instru-

mental bagi kelangsungan proses pembangunan,

lebih berpihak pada kepentingan-kepentingan yang

sesuai dengan ukuran-ukuran dan patokan-patokan

yang dirumuskannya itu.

Keberpihakan yang dikemukakan itu menjadi

fokus dari pelbagai kritik atas hukum, bahwa ke-

adilan yang demikian tidak lagi memiliki cirinya

yang universal yakni impersonal, tidak saja dalam

implementasi dan penegakan hukumnya namun

juga dalam rumusan-rumusan aturan normatif dari

perundang-undangan. Kehidupan kemasyarakatan

menangkap makna keberpihakan itu sebagai stimu-

lus yang diintroduksikan oleh kelembagaan hu-

kum, seperti digambarkan dalam pembahasan

awal bab sebelumnya, menjadi tidak lagi bermakna

tunggal. Bias yang tak terhindarkan itulah yang

dikemukakan sebagai memburuknya kondisi

hukum.

Aksesbilitas masyarakat atas fasilitas-fasilitas

kehidupan, utamanya dalam pembahasan ini ber-

tumpu pada ruang aktivitas (: sungai), yang dipa-

hami sebagai hasil proses pengkondisian sosial itu

telah melahirkan peran-peran yang antagonis da-

lam masyarakat. Walau analisis atas peran-peran

antagonis tidak menunjukkan situasi yang disebut

konflik menurut teori Dahrendorf (Zamroni, 1992,

34-43); namun karena potensinya yang tinggi apa-

bila akumulasi antagonistis itu didukung oleh ke-

berpihakan hukum pada pelaku-pelaku aktivitas

ekonomi skala besar dapat melahirkan konflik,

maka dipahami kemudian menjadi kebutuhan akan

perubahan hukum (rekonstruksi) itu sendiri.

Implikasi teori Peters (A.A.G. Peters dan Koesriani

Siswosoebroto, 1988, 323-348) yang beranjak dari

kerangka pemikiran memburuknya kondisi hukum,

membuahkan pemahaman atas rekonstruksi

sebagai konsekuensi logis dari implikasi potensi

konflik terhadap hukum. Dengan demikian per-

spektif konflik dari keragaman pemanfaatan ruang
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dalam kegiatan ekonomi telah melahirkan apa yang

dianggap sebagai hukum bagi masyarakat. Pada

satu sisi menampakkan gejala teoritis yang dinya-

takan sebagai memburuknya kondisi hukum, oleh

karenanya kemudian hal itu mendorong kesadaran

akan rekonstruksi hukum melalui pembuatan ke-

bijakan.

Kebijakan hukum yang sepadan dengan ke-

butuhan di atas adalah intervensi distribusi peman-

faatan ruang bagi aktivitas kehidupan. Oleh karena

apabila distribusi pemanfaatan ruang itu bertumpu

pada hukum yang diabdikan untuk kepentingan

pembangunan semata, dengan kata lain menyerah-

kan proses distribusi itu pada logika ekonomi yang

berpijak pada equilibrium (Bruce Herrick and

Charles Kindleberger, 1983, 254; Loekman Soe-

trisno, 1997), maka distribusi ruang (baca: tanah,

bantaran sungai, dan sungai) akan didominasi oleh

pelaku-pelaku aktivitas ekonomi skala besar.

Seperti yang terjadi pada saat ini, pada satu sisi

dipahami sebagai konsekuensi logis tapi pada sisi

lain sebaliknya menjadi kurang bahkan tidak ber-

moral karena mengabaikan aspek kemanusiaan.

Dengan demikian kebijakan hukum yang diarah-

kan pada intervensi atas distribusi pemanfaatan

ruang utamanya guna kebutuhan hidup dalam hal

ini adalah tanah, juga suatu bentuk keberpihakan

namun lebih kepada masyarakat rendah akses.

Penggambaran implikasi teoritika yang de-

mikian itu tidak dapat dilepaskan dari masalah

formulasi keadilan sosial. Konsekuensi metodologis

dari upaya tersebut adalah pengkajian pengolahan

hukum yang pada satu sisi tanpa menanggalkan

bentuknya yang formal rasional dan sisi lainnya

akomodatif terhadap dinamika masyarakatnya.

Pengolahan hukum seperti itu tidak terlepas dari

keputusan politik, sehingga kemudian dikatakan

bergantung pada kemauan politik dalam penyusun-

an kebijakan, dengan mempertimbangkan tujuan

utamanya yakni formulasi keadilan sosial yang

dapat diterima oleh semua pihak dalam masyara-

kat. Pemaknaan tujuan yang dimaksud agar terhin-

dar dari sekadar tujuan politik, maka kebijakan

hukum dalam melakukan intervensi distribusi pe-

manfaatan tanah harus memperoleh terlebih da-

hulu legitimasinya.

Sarana Peranserta Masyarakat: Dilema

Demokratisasi dalam Hukum

Pemahaman atas peranserta masyarakat

subyek sebagai pijakan empirik, utamanya analisis

posisi dan peran hukum yang dimungkinkan dapat

menjadi sarana bagi keterlibatan masyarakat da-

lam pengelolaan lingkungan, dapat ditelusuri me-

lalui dinamika rasionalisasi pemaknaan bantaran

sungai. Persepsi yang diungkap dalam bab ter-

dahulu menunjuk dua makna utamayakni perjuang-

an yang diupayakan terus menerus dalam serang-

kaian tindakan, dan pengakuan status sebagai ba-

gian masyarakat kota yang kemudian menumbuh-

kan harapan akan keadilan sosial. Keduanya ter-

cermin dalam perilaku sosial subyek baik yang di-

tujukan pada hukum dan aparat hukum serta ke-

pada masyarakat di luar subyek.

Mempertimbangkan temuan dan pemaham-

an interpretatif yang digambarkan dalam analisis

di atas, analisis kondisi internal hukum dapat dike-

mukakan bahwa rumusan aturan dalam hukum

pengelolaan lingkungan tidak memberikan sarana

bagi peranserta. Oleh karenanya dapat dipahami

bila perilaku-perilaku masyarakat subyek menun-

juk perjuangan memperoleh keadilan (sosial) dalam

pemanfaatan ruang, justru menggunakan sarana

pengajuan hak atas tanah. Dengan kata lain, motif

dan potensi keterlibatan masyarakat dalam penge-

lolaan lingkungan tidak dapat diekspresikan se-

bagai peranserta yang sesungguhnya. Penyebab-

nya adalah hukum, baik maknanya bagi masyara-

kat maupun aparat, tidak memberikan sarana bagi

peranserta

Mengkaji lebih lanjut implikasi teoritik di

atas, dalam rangka implementasi dan penegakan

hukum di kemudian hari, kritik yang diajukan atas
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hukum itu dapat dipahami. Oleh karena rumusan

peran dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun

1997, menggunakan kerangka teori Arnstein, bu-

kanlah bentuk peranserta sesungguhnya. Terlebih

bila disimak menggunakan logika formal yang me-

nuntut konsistensi, perumusan ketentuan yang

demikian sebagai sarana hukum peranserta menjadi

dipertanyakan. Tanpa mengurangi arti Rancangan

Undang-Undang maupun Draft Akademisnya,

yang banyak berubah ketika masuk ruang politik

(John Rawls, 1989, 244), analisis yang cenderung

hanya menggunakan rumusan undang-undang

tidak lain untuk memenuhi asumsi hukum tentang

apa yang berlaku. Didasarkan pada bentuknya yang

ditetapkan sebagai Undang-Undang dan kemu-

dian dicantumkan dalam Lembaran Negara meru-

pakan pegangan yuridis bagi penyelenggaraan

atau implementasi hukum. Oleh karenanya dapat

dipahami kemudian apabila persepsi aparat seperti

yang telah dibahas dalam bab sebelumnya menjadi

terbatas pada pemaknaan tekstual dalam pengguna-

an penafsiran otentik.

Implikasi teori keadilan dari Rawls (1989,

244) dan teori komunikasi simbolik hukum dari

Habermas (Soetandyo Wignjosoebroto, 2000, 11-20)

terhadap penggambaran kondisi hukum pengelo-

laan lingkungan di atas, menunjuk tentang bagai-

mana hukum khususnya dengan rumusan aturan

itu telah dianggap melakukan pengkondisian sosial

lewat pembatasan kesempatan berperanserta bagi

masyarakat rendah akses. Dimaksud bahwa,

fungsi keberadaan kelompok masyarakat itu pen-

ting bagi penguatan asumsi fundametal dari pem-

bangunan (Heru Nugroho, 2001) namun tidak de-

mikian untuk peransertanya. Pengkaitannya de-

ngan nilai-nilai budaya masyarakat yang dikon-

disikan itu, sebagai arus balik yang mempengaruhi

hukum, sebagaimana dikemukakan dalam bentuk

penolakan aturan-aturan hukum dalam penge-

lolaan lingkungan menunjuk adanya hubungan tim-

bal balik yang saling menegasikan. Keadaan yang

demikian itu tidak menguntungkan bagi kehidup-

an kemasyarakatan dan penyelenggaraan peme-

rintahan, oleh karena yang muncul kemudian dari

keadaan itu justru pemahaman makna hukum dan

keadilan sosial yang berseberangan.

Penggambaran hukum dan maknanya ten-

tang peranserta masyarakat dalam pengelolaan

lingkungan dengan kecenderungan yang justru

mengkondisikan (: membatasi) itu tidak dapat

dilepaskan dari posisi dan fungsi hukum dalam

pembangunan. Refleksi atas penggarapan teori

hukum yang diarahkan pada fungsinya sebagai

sarana perubahan masyarakat menurut skenario

kebijakan pemerintah (Soetandyo Wignjosoebroto,

2000, 231) mencerminkan adanya politik hukum

yang secara sadar dan berencana ditetapkan untuk

itu. Guna mencapai perubahan yang dimaksud

maka (politik) hukum kemudian memanipulasi ke-

putusan-keputusan yang akan diambil oleh indi-

vidu-individu dan mengarahkannya pada tujuan

yang dikehendaki (Satjipto Rahardjo, 1977, 145).

Analisis reflektif menggunakan teori tahapan

bentuk peranserta, apabila rumusan ketentuan

dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang

Nomor 23 tahun 1977 dimaksudkan menjadi sarana

bagi peranserta masyarakat, maka peranserta yang

diwujudkan hanyalah peranserta semu. Oleh ka-

rena keputusan untuk berperanserta itu telah

diarahkan (: dimanipulasi) dan bukannya keputus-

an sebagai human-actor dengan kesadaran hasil

proses belajarnya. Posisi masyarakat di hadapan

hukum dalam konteks yang demikian tidak lebih

dari obyek politik hukum. Corak mekanistik sarana

peranserta masyarakat telah memberi kontribusi

pada pilihan-pilihan yang merupakan hasil proses

belajar khususnya masyarakat rendah akses dalam

menyatakan apa yang sesungguhnya menjadi hu-

kum bagi mereka. Sehingga dinamika rasionalisasi

makna bantaran sungai bagi masyarakat subyek

menjadi makin jelas, di satu sisi merupakan peno-

lakan kebijakan hukum sebagaimana dinyatakan

dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 dan

merupakan cara menyatakan kesadaran berperan-
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serta dalam pengelolaan lingkungan yang tidak

sesuai dengan batasan hukum tentang peran di sisi

lain.

Penjelasan kemudian mengenai proses belajar

masyarakat rendah akses yang membuahkan kesa-

daran berperanserta itu terkait dengan nilai-nilai

budaya yang dihadirsertakan oleh pembangunan

dalam proses sosial antar mereka dan dengan

masyarakat di luarnya. Nilai-nilai budaya yang di-

maksudkan adalah nilai-nilai budaya yang telah

memperoleh pengubahan dari pengkondisian nilai-

nilai ekonomi (Parson dalam Satjipto Rahardjo,

1977, 28) yang dilipatgandakan (Loekman Soe-

trisno, 1995, 222-225) oleh pembangunan, yang ber-

kembang di pelbagai kegiatan ekonomi skala besar

dalam pemanfaatan bantaran sungai. Implikasi

teori budaya dari Dyson (L. Dyson, 1991, 235) atas

proses belajar masyarakat rendah akses dengan

masyarakat di luarnya tidak terkecuali nilai-nilai

budaya yang baru itu, telah terjadi internalisasi

(faktor-faktor eksternal) yang nampak dalam ben-

tuknya rasionalisasi makna lingkungan sebagai

sumber ekonomi yang dapat dipertahankan se-

bagai obyek dari hak hukum.

Mempertimbangkan perubahan sosial yang

sedang dan terus berlangsung sebagai kerangka

pikir dalam merefleksi keadaan yang digambarkan

di atas, selain demi penggarapan tujuan pembahas-

an studi ini, perlu dikemukakan wacana tentang

demokratisasi. Wacana itu dapat mewadahi

dimensi sosial yang terentang dalam hubungan-

hubungan sosial termasuk dengan pihak-pihak da-

lam penyelenggaraan negara, oleh karenanya

demokratisasi lebih menampakkan fungsinya se-

bagai proses (H.A.R. Tilaar, 2002, 7) yang kait-

berkait antara dinamika dan peranserta (Gerald

Turkel, 1996, 93) dalam masyarakat. Berdasar ke-

rangka pikir itu, demokratisasi merupakan serang-

kaian upaya melibatkan masyarakat sebagai aktor

sosial yang dinamis dari kesadarannya sebagai

bagian dari bangsa dalam menyatakan kontri-

businya bagi perubahan-perubahan sosial.

Implikasi teori Dye (1978, 23-25, 34-37) ten-

tang model pembuatan kebijakan publik dan teori

Chevalier (Michel Chevalier & Thomas Burns,

1978, 9-12) tentang model pengelolaan kepentingan

atas upaya demokratisasi guna mengakomodasi-

kan peranserta masyarakat yang tidak dapat di-

abaikan itu dalam konteks hukum diperlukan sa-

rana prosedural dan substantif bagi peranserta. Selain

mempertimbangkan kelemahan Undang-Undang

Nomor 23 tahun 1997 ketika dihadapkan pada per-

sepsi dan perilaku masyarakat subyek yang men-

cari jalan lain untuk mengekspresikan potensi ke-

terlibatannya dalam pengelolaan lingkungan.

Sarana prosedural dimaksud sebagai pem-

berian kesempatan yang adil, sehingga dibutuhkan

makna dan formulasi keadilan sosial yang sepadan

untuk itu. Keadilan sosial dalam konteks pem-

bahasan studi ini, menunjuk keberhadapan nilai-

nilai kultural yang majemuk dalam kegiatan eko-

nomi pemanfaatan bantaran sungai, menjadi cen-

derung interaksionistik. Dengan demikian formu-

lasinya akan dianggap sepadan apabila mengako-

modasikan interaksi (Faturochman, 2002, 44-53;

John Rawls, 1989, 244; Selo Sumardjan, 206) nilai-

nilai kultural dalam masyarakatnya. Sedang sarana

substantif sebagai penjamin kepentingan masya-

rakat dalam menyatakan bentuk-bentuk peran-

serta yang serba beragam, sehingga dibutuhkan

demokratisasi dalam hukum. Demokratisasi itu

dapat dipahami melalui penciptaan pilihan-pilihan

yang dapat dimaknai oleh masyarakat berdasarkan

asumsi-asumsi fundamental dalam pandangan

ideologis tentang politik, ekonomi, dan sosial yang

sedang berlangsung.

Pemahaman reflektif atas penyebaran atau

distribusi ulang kemampuan dalam masyarakat

lewat keberpihakan hukum sebagai implikasi teori

Arnstein, konteks analisis selanjutnya mengguna-

kan teori Eldridge (Phillipe J. Eldridge, tanpa

tahun, 17), dapat dikemukakan bahwa; apabila

pemberdayaan dipahami sebagai upaya pengem-

bangan kemanusiaan sebagai aktor sosial yang ber-
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arti aspek internal manusia, maka sebanding de-

ngannya demokratisasi melalui penciptaan kebi-

jakan sebagai sarana hukum adalah aspek eksternal.

Terhubungnya kedua aspek itu dalam hukum ter-

letak pada konteks pembuatan kebijakan yang

mengabdi pada tujuan pemberdayaan. Sehingga

kriteria utama dari kebijakan itu adalah kesesuaian-

nya dengan pemberdayaan, sudah barang tentu

dengan mempertimbangkan risiko yang diprediksi

Caldwell (Lynton K. Caldwell, 1990, 7) dalam ke-

rangka pemikiran rekonstruktif yang tidak anarkis.

Menuju Hukum Emansipatif: Konsekuensi

Pemberdayaan Masyarakat

Ikhwal pemikiran penggarapan dan pengo-

lahan hukum menjadi wahana bagi emansipasi

yang dinamik potensial, dengan segenap latar so-

sial yang telah diungkap dan dijelaskan hingga ba-

gian terakhir sebelum ini, terlebih dahulu perlu

diperoleh kesepakatan mengenai bagaimana hu-

kum sebagai aktivitas atau kegiatan (A.A.G. Peters

dan Koesriani Siswosoebroto, 1988, 223-354). Ber-

mula dari makna dan pemahaman mengenai ma-

nusia sebagai aktor dinamik kreatif (George Ritzer,

1992, 50), mengedepankan humanisme dalam

segala proses sosial, yang mampu dengan kesada-

rannya sendiri dalam mengolah nilai-nilai budaya

masyarakatnya (George Ritzer, 1992, 50), di hadap-

an segenap fakta dan peristiwa yang mencermin-

kan pandangan ideologis mengenai sosial, politik

dan ekonomi yang majemuk dan kompleks. Dengan

kemampuannya itulah kemudian perilaku secara

individual maupun sosial dipahami dalam ben-

tuknya yang konkrit sebagai kegiatan atau akti-

vitas.

Mengedepankan konsep dasar di atas dalam

keberhadapannya dengan fakta empirik temuan

studi beserta serangkaian analisisnya itu maka ke-

mudian dipikirkan mengenai apa yang sesungguh-

nya dibutuhkan. Pemahaman akan kebutuhan,

sebagaimana konteks saling pengaruh-mempenga-

ruhi antara hukum dan masyarakat, terletak pada

pertautan arahnya ketika yang dikehendaki masya -

rakat atas hukumnya bertemu dengan yang diha-

rapkan hukum dalam fungsinya yang tertentu.

Tidak lagi menjadi sederhana, implikasi hukum

yang formal rasional, karena proses menuju di-

temukannya pertautan yang dimaksudkan itu mau

tidak mau dibebani oleh kondisi sosial yang senya-

tanya dihadapi oleh hukum dan pembuat kebi-

jakan.

Tanpa mengabaikan pertimbangan yang de-

mikian itu, penyederhaan pembahasan bagian ini

disebabkan oleh batas lingkupnya yang menjadi

konsekuensi logis pembahasan sebelumnya. Bahwa

penyusunan kebijakan, bagian dari hukum sebagai

aktivitas atau kegiatan, yang diharapkan dari studi

ini adalah kesesuaiannya dengan pemberdayaan.

Seperti dikemukakan sebagai tema pembahasan

bagian ini “sebagai konsekuensi pemberdayaan”.

Dengan demikian penggambaran kemudian dalam

langkah-langkah strategis guna pengejawantahan

pertautan kebutuhan yang sesunguhnya akan

selalu dikaji secara interaktif dengan tujuan pem-

berdayaan.

Langkah pertama dari rangkaian upaya di

atas diletakkan dasarnya lewat pemikiran kembali

perihal model penyusunan kebijakan yang mem-

pertimbangkan kemampuan model-model itu

mengakomodasikan dinamika dan peranserta.

Dinamika sebagai implikasi hubungan manusia de-

ngan alamnya khususnya pemanfaatan ruang se-

bagai bagian dari pengelolaan lingkungan. Peran-

serta sebagai implikasi humanis hubungan antar

manusia dalam proses sosial masyarakatnya,

dalam hal ini keterlibatan masyarakat pada per-

soalan bagaimana sebaiknya lingkungan dikelola

melalui hukum. Keduanya mengarahkan pada ke-

cenderungan model pilihan rasional dalam nuansa

situasional (Thomas R. Dye, 1978, 34-37). Penggu-

naan model tersebut di atas tidak sepenuhnya ber-

gantung pada penggambaran gejala teoritika da-

lam kondisi-kondisi yang dikemukakan Dye (1978,
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34-37), oleh karenanya dibutuhkan pembahasan

lebih lanjut mengenai hal itu. Selain karena telah

dinyatakan kecenderungannya sebagai sarana ana-

lisis ilmu sosial daripada sebagai petunjuk praktis

penggarapan kebijakan. Pembahasan lebih lanjut

yang dimaksud terletak pada persoalan kemung-

kinannya dipergunakan menjadi prosedur pengo-

lahan dan penetapan kebijakan dalam studi ini.

Analisis yang telah dikemukakan tentang

proses sosial yang terjadi dalam masyarakat subyek

maupun dalam interaksinya dengan masyarakat

kota menunjukkan fondasi interdependensi yang

memadai. Terlebih sebagaimana dibahas di muka

tentang implikasi dari kebutuhan akan pember-

dayaan, pra kondisi menuju hukum emansipatif,

memberikan peluang sosial yang dapat dipertang-

gung-jawabkan bagi terselenggaranya kemampuan

(rasional) dalam penilaian dan pertimbangan (ra-

sional) atas risiko. Potensi yang demikian dapat

disimak dari kedalaman pemahaman masyarakat

subyek, kesadaran untuk tidak bermaksud masuk

dalam suasana konflik, atas posisi mereka dalam

masyarakat kota dan untuk kemudian memu-

tuskan cara yang diambil dalam memperjuangkan

keadilan (sosial) melalui jalur hukum (: pengajuan

permohonan hak). Sedangkan prediksi yang

muncul dari hasil analisis kondisi masyarakat

subyek dalam konteks rendah akses menjadi ham-

batan (Thomas R. Dye, 1978, 34-37) bagi terseleng-

garanya kondisi pilihan yang seimbang.

Hambatan tidaklah selalu berarti melemah-

kan pilihan atas model ini; oleh karena apabila di-

pahami konteks utuh pembahasan menuju hukum

emansipatif, dapat dipahami kemudian bagaimana

keseimbangan itu dapat terselenggara pertama

kali. Dikemukakan sebagai sarana substantif pe-

ranserta masyarakat dalam pemikiran keberpiha-

kan hukum pada masyarakat rendah akses, maka

kebijakan publik yang disyaratkan untuk itu perlu

terlebih dahulu dirumuskan. Tergolong dalam

kebijakan itu seturut substansinya memperbaiki ke-

dudukan sosial masyarakat rendah akses seperti

kebijakan pemukiman (:pemanfaatan ruang),

kebijakan keuangan (:permodalan), dan kebijakan

pendidikan (:non-formal).

Penggunaan model yang demikian itu

ditujukan pada pengolahan dan penggarapan ke-

bijakan lokal perihal pemanfaatan ruang dalam

rangka pengelolaan lingkungan di daerah. Analisis

atas penyusunan kebijakan publik dengan meng-

gunakan model pengelolaan kepentingan (Michel

Cevalier & Thomas Burns, 1978, 9-12) memiliki

keterkaitan yakni pada bagaimana pemerintah

harus berperan dalam interaksi sosial (yang for-

mal) ketika pilihan rasional sedang diupayakan

masyarakatnya. Dimaksudkan bahwa pemerintah

dan aparatnya tidak diperkenankan menginter-

vensi proses pilihan rasional masyarakatnya untuk

diarahkan pada integrasi tertentu. Intervensi yang

dimaksudkan dapat melalui informasi dan akses-

nya, mengikuti prasyarat arah ganda informasi da-

lam komunikasi sosial yang membentuk integrasi

(Astrid S. Soesanto, 1999, 18, 26-30), dengan bentuk-

bentuk perlakuan seperti mereduksi dan memani-

pulasi informasi serta menghambat dan menutup

aksesnya. Pentingnya makna informasi dalam

pengelolaan kepentingan tidak saja bagi sarana

peranserta masyarakat namun juga arus baliknya

bagi sarana pengolahan dan penggarapan kebi-

jakan hukum.

Analisis deduktif terhadap serangkaian per-

sepsi dan perilaku masyarakat dalam menyatakan

kesadarannya untuk berperanserta pada satu sisi

dan sisi lainnya terhadap penyusunan kebijakan

publik dalam rangka pengelolaan lingkungan,

kaitannya dengan informasi dalam komunikasi

sosial, menjadi bias satu bagi yang lain. Dimaksud-

kan bahwa, perilaku dan persepsi masyarakat un-

tuk menyatakan kesadaran keterlibatannya justru

menjadi penghalang penyelenggaraan dan pene-

gakan hukum pengelolaan lingkungan. Sedang

penyusunan kebijakan hukum dalam pengelolaan

lingkungan, bahkan penyelenggaraan dan pene-

gakan hukumnya, yang cenderung didominasi



Perspektif Hukum Mengenai Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan

F. Rahardjo

| 49 |

logika pembangunan sebagai integrasi yang dipak-

sakan telah mengabaikan kemampuan kultural

masyarakat berperanserta. Terhubungnya kedua

hasil analisis itu, menjadi titik temu analisis bagian

sebelum ini atas rumusan Pasal 5 ayat (2) dan (3)

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997, menegas-

kan ketiadaan sarana hukum peranserta erat kait-

annya dengan penolakan hukum oleh masyarakat-

nya. Dalam rangka penjelasan hukum sebagai akti-

vitas atau kegiatan, sebagaimana konsep yang a

priori, maka wujud penghormatan dan pengakuan

manusia sebagai aktor dinamis tidak lebih dari

menyediakan sarana hukum bagi peranserta

masyarakat.

Melalui segenap penggambaran di atas se-

cara fundamental dipahami suatu kebutuhan akan

hukum yang mengakomodir tanpa henti dinamika

aksi manusia dalam masyarakatnya, maka menggu-

nakan konsepsi Peters hukum tidak menetapkan

sesuatu sebagaimana lazimnya pengkondisian

kemapanan. Implikasi penggagasan hukum yang

demikian perlu dipertimbangkan perimbangan

daya/kemampuan dari kelompok-kelompok

masyarakat dan kepentingannya (Thomas R. Dye,

1978, 34; Michel Chevalier & Thomas Burns, 1978,

9), melalui penghindaran prioritas (kebenaran)

rasional yang sangat potensial menjadi sarana

(A.A.G. Peters, 1988, 334) kaum mampu bertindak

secara yuridis bagi kepentingannya sendiri.

Mengikuti pemahaman di atas, maka hukum

sebagai rumusan kebijakan justru tidak menghen-

daki konformitas dari masyarakatnya yang sudah

disediakan sebagai yang harus dilakukan. Demi-

kian sebab konformitas yang diatur itu sesung-

guhnya, identik dengan integrasi yang dipaksakan

(George Ritzer, 1992, 30), adalah sarana hukum

bagi dominasi kepentingan dari kelompok tertentu

dalam masyarakat. Oleh karenanya yang harus di-

lakukan dalam penyusunan kebijakan hukum se-

perti yang dimaksud di atas adalah merancang

program-program sebagai wujud substansinya,

yang akan menjadi kerangka bagi aksi dan imple-

mentasi (pemberdayaan) menuju peranserta masya-

rakat yang sesungguhnya.

Walaupun serangkaian argumentasi dan

upaya logis yang dikemukakan itu dapat diterima,

persoalan konseptual yang belum dibahas sehu-

bungan dengan kerangka tematis pembahasan ini

yakni pemahaman posisi hukum apabila hukum

menjadi wahana bagi emansipasi. Menelusuri

konsep Peters (1988, 20), mengedepankan penting-

nya makna dari sasaran-sasaran kebijakan hukum

(Nonet & Selnizck, 1978, 326-327) tidak terkecuali

posisi masyarakatnya dalam pengolahan kebijakan

dalam bentuknya sebagai hukum itu. Mengguna-

kan konsepsi pemberdayaan dan kaitannya dengan

pengelolaan kepentingan yang hendak dirumuskan

oleh kebijakan, maka peran aparat pemerintahan

negara disyaratkan menjadi fasilitator, agar sa-

saran-sasaran kebijakan yang akan dirumuskan itu

kemudian dapat operasional sebagai wahana bagi

emansipasi. Operasional dimaksudkan sebagai

implikasi teoritikadengan karakter praktis yang

ditunjukkan oleh perencanaan yang bersumber

kepentingan masyarakat (: bottom-up planning)

adalah perlakuan yang emic-perspektif atas segala

hal yang diperoleh dalam mengakomodir substansi

dari pernyataan peranserta masyarakat. Melalui

penggambaran yang demikian itu maka dapat di-

pahami kemudian bahwa hukum harus dibebaskan

dari pengaruh (pemegang) kekuasaan politik, da-

lam banyak hal menunjuk pemanfaatan hukum un-

tuk kepentingan (pemegang) kekuasaan, untuk da-

pat berfungsi sebagai pewujudan aktivitas atau ke-

giatan yang diprogramkan oleh kebijakan itu.
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